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Bahwa untuk menyesuaikan perkembangan 

kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah 
dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, perlu 
dilakukan perubahan terhadap penjabaran APBD. 

Perubahan dimaksud dilakukan untuk 
menyesuaikan alokasi anggaran, program, kegiatan, 

subkegiatan, serta rincian objek pendapatan, 

belanja, dan pembiayaan daerah sesuai dengan 
kebutuhan pelaksanaan urusan pemerintahan dan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Peraturan Wali Kota ini mengatur perubahan ketiga 

atas Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 yang 
meliputi penyesuaian rincian pendapatan daerah, 

belanja daerah, dan pembiayaan daerah, termasuk 

perubahan pada perangkat daerah terkait. 
Perubahan tersebut dimaksudkan untuk menjamin 

kesinambungan pelaksanaan program dan kegiatan 
pemerintahan serta meningkatkan efektivitas dan 

efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Dengan 
ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini, diharapkan 

pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat 
berjalan secara tertib, transparan, akuntabel, dan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan guna mendukung penyelenggaraan 
pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan 

kepada masyarakat. 
 

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang 

Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 202; 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; eraturan 

Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan 
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan 
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan 

Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 

2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 
Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

9 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 15 Tahun 2024; Peraturan Daerah Kota 

Pontianak Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Daerah 
Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2024;  Peraturan 

Wali Kota Pontianak Nomor 48 Tahun 2024. 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 22 

September Tahun 2025. 
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